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"MASHURI. Daerah Malang Selatan Pada Alasa Perang Kemerdekaan 1947-1949. Pembimbing Dr. Anhar
Gonggong. Program Studi IImu Segjarah. Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2001. Berbagai daerah di
Indonesia dalam periods 1947-1945 terlibat dalam perlawanan bersenjata dalam rangka menegakkan
kedaulatan Indonesia yang terancam oleh kehadiran Belanda yang berkeinginan menguasai kembali
Indonesia. Daerah Malang Selatan menjadi salah satu basis perjuangan sebagal akibat keputusan perjuangan
diplomasi dalam bentuk Persetujuan Renville, namun yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana para
pejuang dan rakyat menjalankan strategi untuk melawan Belanda, tanpa mengabaikan kebijakan yang
digariskan oleh pemerintahan pusat dan Masrkas Besar Komando Djawa (MBKD). Kegiatan penelitian
disesuaikan dengan langkah-langkah yang terdapat dalam metode sgjarah. Langkah yang dimaksud meliputi
heuristik, kritik, interpretasi dan penyajian. Data yang terkumpul berupa data deskriptif. Sumber data berupa
arsip, arsip yang diterbitkan, catatan kenang-kenangan yang tidak diterbitkan, basil wawancara, surat kabar,
majalah dan buku. Agresi Militer Belandatanggal 21 Juli 1947 membawa perubahan terhadap tatanan
politik.""'Belanda yang menggunakan strategi pendadakan dan pemusnahan * (annihililation) menyulitkan
posis tentara Indonesia yang menggunakan sistem Linier mengakibatkan jatuhnya Kota Malang dan
sekitarnya. Aparat pemerintahan mengundurkan diri ke daerah Malang Selatan. Jumlah aparat pemerintahan
dan rakyat serta tentarayang menuju ke Malang Selatan semakin bertambah setel ah disepakatinya
Persetujuan Renville yang memisahkan wilayah Republik dengan daerah pendudukan Belanda. Menjelang
berakhirnyatahun 1948 MBKD menetapkan pemilihan sistem wehrkreise sebagai upaya melanjutkan
perjuangan. Sistem itu merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Perintah Siasat Nomor | dari MBKD.
Wehrkreise hakekatnya adalah upaya memobilisasi rakyat demi kepentingan perjuangan. Mobilisasi dana
dan tenaga dilakukan dalam bentuk dukungan yang bervariasi. Kebutuhan logistik gerilyawan diperoleh
berkat partisipas rakyat dalam bentuk sumbangan wajib, sistem maro penggarapan tanah milik negara
(PPN) yang terlantar. Partisipasi rakyat dalam perjuangan juga berupa terbentuknya Pasukan Gerilya Desa
yang koordinasinya dibawah Komando Militer Karesidenan Malang. Penyempurnaan organisasi perjuangan
yang dilakukan secara terus menerus bersamaan dengan upaya pemberdayaan seluruh lingkungan, baik
lingkungan sosial maupun lingkungan alam, mampu meningkatkan operasi gerilya kedaerah pendudukan
Belanda. Tekanan seperti itu membawa korban yang besar terhadap Belanda, lebih-lebih ketika dalam waktu
yang sama mendapat tekanan diplomatik dari PBB. Perjuangan dalam diplomatik dan militer itu mampu
memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Di Malang hal itu ditandai dengan kembalinya Walikota
dan Bupati ke Kota Malang."
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